DRAFT 
PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL


	Menimbang
	:
	a. bahwa proses transformasi digital yang semakin baik merupakan alat yang paling strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik;
b. bahwa untuk mewujudkan transformasi digital yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan upaya berbagai pihak dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses transformasi digital, maka diperlukan pengaturan tentang proses transformasi digital; 

	
	
	

	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968  Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 tahun 2021 tentang perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Sumedang.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang
5. Transformasi Digital adalah merupakan perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat.
6. Pemerintahan Digital adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital melalui sinergi pemerintah, masyarakat dan ekonomi dalam ekosistem digital.
7. Teknologi Digital adalah seluruh perangkat, sistem dan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan, menyimpan, mengolah dan mendayagunakan data.
8. Infrastruktur Digital adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Digital untuk mengintegrasikan berbagai aktifitas pemerintahan, aktifitas masyarakat dan aktifitas ekonomi.
10. Ekosistem Digital adalah satu tatanan kesatuan secara utuh yang membentuk dan saling mempengaruhi penyelenggaraan sistem pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.
11. Tahap Pendorong atau driver level adalah tahap ini Pemerintah Daerah mulai membangun aplikasi layanan dasar, jaringan terpusat, peningkatan kapasitas data center (G to G). 
12. Tahap penggerak atau enabler level adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan efisien. Pada level ini kegiatan yang dilaksanakan adalah integrasi layanan dasar yang meliputi super Apps e-office, super Apps e-Office Desa, Tahu Sumedang (G to G, G to B, dan G to C). 
13. Tahap Pengubah atau transformer level adalah tahap perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik merujuk pada tingkat kompleksitas dan kemampuan sistem tersebut untuk melakukan transformasi atau pengolahan data dalam skala yang lebih besar dan lebih kompleks. 
14. Tahap pengganggu atau disruptor level adalah tahap tertinggi dari inovasi teknologi, dan sering kali menghasilkan perubahan yang signifikan dalam cara pemerintah beroperasi dan memberikan pelayanan publik. sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik merujuk pada tahap perkembangan teknologi yang dapat mengganggu atau mengubah fundamental cara kerja dan proses pemerintah. 

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2
Penyelenggaraan transformasi digital berdasarkan pada asas :
a. Kepastian hukum
b. Kesejahteraan
c. Keadilan dan kesetaraan
d. Partisipasi
e. Akuntabilitas
f. Keterbukaan
g. Inklusi
h. Perlindungan
i. Profesionalitas
j. Efektif dan efisien
k. Inovasi
l. Pengawasan
m. Kolaborasi
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi pemerintahan kelas dunia
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4
Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah :
a. Kebijakan SPBE
b. Tata Kelola SPBE
c. Aplikasi SPBE

BAB III
ARAH TRANSFORMASI DIGITAL
Pasal 5
(1) Arah transformasi digital merupakan tahapan perkembangan pemerintahan digital.
(2) Tahapan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Tahap pendorong;
b. Tahap penggerak;
c. Tahap pengubah;
d. Tahap pengganggu.
BAB IV
KEBIJAKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
Kebijakan pemerintah daerah merupakan tindakan intervensi untuk meningkatkan perkembangan transformasi digital sebagaimana pada pasal 5 ayat (2).
Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 7
(1) Kebijakan sebagaimana pasal 6 tersebut di atas diarahkan untuk mencapai sasaran transformasi digital. 
(2) Sasaran transformasi digital meliputi :
a. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi digital;
b. Meningkatnya akses internet;
c. Meningkatnya literasi digital;
d. Meningkatnya perlindungan data dan privasi;
e. Meningkatnya keamanan siber;
f. Meningkatnya kualitas pelayanan publik digital;
g. Meningkatnya inovasi dan penelitian dalam teknologi digital;
h. Meningkatnya penggunaan teknologi dalam Pendidikan;
i. Meningkatnya kewirausahaan digital;
j. Meningkatnya kolaborasi dengan sektor lain baik pemerintah maupun swasta;
k. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat;
l. Meningkatnya kebutuhan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI);
m. Meningkatnya standar keamanan teknologi;
n. Meningkatnya konektivitas Infrastruktur.
Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 8
(1) Dinas mengusulkan target capaian sasaran kepada bupati setiap tahun.
(2) Bupati menetapkan target capaian sasaran sebagaimana pada pasal 7 ayat (2) melalui peraturan bupati dan keputusan bupati.
BAB V
TATA KELOLA 
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9
(1) Tata Kelola transformasi digital bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur secara terpadu.
(2) Unsur-unsur transformasi digital sebagaimana pada ayat (1) meliputi :

a. Rencana Induk SPBE Nasional;
b. Arsitektur SPBE;
c. Peta Rencana SPBE;
d. Rencana dan Anggaran SPBE;
e. Proses Bisnis;
f. Data dan informasi;
g. Infrastruktur SPBE;
h. Aplikasi SPBE;
i. Keamanan SPBE; dan 
j. Layanan SPBE.
Bagian Kedua
Rencana Induk Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
	Pasal 10	
(1) Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah transformasi digital yang terpadu dan berkesinambungan.
(2) Rencana Induk SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi.
Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
	Pasal 11	
(1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan tahapan perkembangan transformasi digital sebagaimana pada pasal 5 ayat (2).
(4) Reviu Arsitekur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (2) dan (3) dilakukan oleh Dinas untuk dilaporkan kepada Bupati.   
Bagian Keempat
Peta SPBE Pemerintah Daerah
	Pasal 12	
(1) Peta SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Peta SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3) Reviu Peta SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan tahapan perkembangan transformasi digital sebagaimana pada pasal 5 ayat (2).
(4) Reviu Peta SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (2) dan (3) dilakukan oleh Dinas untuk dilaporkan kepada Bupati.   
Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah
	Pasal 13	
(1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan pengganggaran tahunan pemerintah daerah.
(2) Pemerintah daerah menyusun rencana dan anggaran berpedoman pada arsitektur SPBE pemerintah daerah dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.
(3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.  
Bagian Keenam
Proses Bisnis
	Pasal 14
(1) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
(2) Pemerintah daerah menyusun proses bisnis berdasarkan pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. 
(3) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi dan layanan SPBE yang terintegrasi.	
Bagian Ketujuh
Data dan Informasi
	Pasal 15
(1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
(2) Penggunaan data dan informasi mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
(3) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(4) Pemerintah daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada arsitektur SPBE Pemerintah daerah.

